DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang : 2021 -2022.

Masa Persidangan ke- : V (Lima).

Sifat Rapat . Tertutup.

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Dengan : Badan Keahlian DPR RI

Hari/Tanggal . Senin, 30 Mei 2022

Pukul : 14.00 — Selesai

Tempat - Ruang Rapat Komisi X DPR RI.

Pimpinan Rapat :  H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI

Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag. Sekretariat
Komisi X DPR RI.

Acara . Laporan Penyempurnaan Penyusunan Naskah

Akademik dan Draft awal RUU Tentang

Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan olah Badan Keahlian Dewan.
Hadir Komisi X DPR RI 23 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Badan Keahlian DPR : Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran.

. PENDAHULUAN.
Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.40 WIB oleh H.
Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana
ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI
tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala
Badan Keahlian DPR Rl serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi
X DPRRI. '

Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.
1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Badan Keahlian DPR RI yang telah
menyampaikan perkembangan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draft
RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.

2. Beberapa catatan Anggota Komisi X DPR Rl dalam penyempurnaan Naskah
Akademik dan Draft RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2009
Tentang Kepariwisataan antara lain:



a. Mempelajari NA yang telah disusun Himpunan Pramuwisata Indonesia
untuk diintegrasikan dengan NA dan Draft RUU Tentang Perubahan Atas
UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

b. Revisi UU Kepariwisataan perlu menegaskan konsep pariwisata integrasi
antara destinasi wisata super prioritas dengan kawasan penyangga agar
masuk di dalam regulasi.

c. Penekanan terhadap konsep pariwisata berkelanjutan dengan lebih sering
menggunakan istilah ekowisata dan meninggalkan konsep industri
pariwisata karena dianggap terlalu eksploitatif.

d. Materi Landasan Yuridis perlu ditambahkan poin adanya perlindungan dan
jaminan khusus terhadap adat dan budaya dalam masyarakat setempat.

e. Dalam upaya memperluas substansi penyusunan NA dan Draft RUU
Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
perlu dilakukan penyandingan dengan UU atau regulasi terkait pariwisata
di negara lain.

3. Komisi X DPR RI akan mengundang kembali Badan Keahlian DPR RI untuk
menyampaikan hasil penyempurnaan Naskah Akademik dan Draft RUU
Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
kepada Komisi X DPR RI pada tanggal 5 Juli 2022.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 16.05 WIB.

H. SYAIFUL HUDA%



